BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Merujuk hasil analisa penelitian sebagaimana dijelaskan pada Bab 1V,
Analisis Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Sebagai Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah dalam Reviu Laporan Keuangan Kejaksaan
Republik Indonesia diperoleh simpulan bahwa Peran Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah dengan dibentuknya Inspektorat Keuangan masih belum dapat
berjalan sesuai dengan standar audit intern pemerintah Indonesia sebagai berikut:
1. Standar atribut: dari sisi objektivitas dalam pelaksanaan reviu laporan
keuangan oleh APIP belum sepenuhnya dapat terlaksana dikarenakan APIP
tidak melaksanakan reviu laporan keuangan sesuai dengan Program Kerja
Pengawasan Tahunan yang telah disusunnya, hal tersebut diketahui
pelaksanaan tugas reviu laporan keuangan dilaksanakan pada saat ada
permintaan dari Biro Keuangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum
adanya pemahaman dari APIP bahwa pelaksanaan reviu laporan keuangan
merupakan tanggung jawab Inspektorat Keuangan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan dan pelaksanaan harus dilaksanakan sesuai dengan
kegiatan yang telah direncanakan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT). Dalam kemampuan APIP dalam pelaksaaan tugas telah sesuai
dilaksanakan oleh Fungsional Auditor yang berlatar belakang Akuntansi
namun masih terdapat permasalahan yakni para auditor tersebut belum
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menerima pelatihan terkait dengan reviu laporan keuangan sehingga dalam
hal ini akan mempengaruhi kemampuan APIP dalam pelaksanaan reviu dan
kualitas laporan reviu. Pada unsur program pengembangan dan penjaminan
kualitas tidak adanya evaluasi/reviu secara berjenjang dari pengendali teknis
(Inspektur Muda) maupun pengendali mutu (Inspektur Keuangan) mengenai
kesesuaian kegiatan reviu laporan keuangan apakah telah dilaksanakan sesuai
dengan standar dan peraturan lainnya berkaitan dengan kegiatan reviu;

Standar pelaksana: pada unsur perencanaan penugasan reviu laporan
keuangan belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan tidak
berjalannya proses perencanaan sebelum pelaksanaan reviu laporan keuangan
hal tersebut dapat diketahui dari tidak adanya Program Kerja Reviu yang
dibuat dan disusun oleh Tim sebelum penugasan reviu serta belum adanya
dilakukan reviu atas Kertas Kerja Reviu secara berjenjang menurut peran
dalam tim reviu, sehingga belum ada langkah-langkah untuk pengendalian
mutu reviu. Terhadap kualitas komunikasi dalam Laporan Hasil Reviu,
belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan kriteria kualitas
komunikasi pada standar komunikasi dikarenakan pelaksanaan reviu laporan
keuangan dilaksanakan secara formalitas. Serta tidak adanya pemantauan
atas tindak lanjut rekomendasi yang telah dijalankan oleh entitas akuntansi
dan pelaporan sehingga tidak diketahuinya apakah hasil penugasan reviu

memberikan pengaruh kepada entitas penyusun laporan keuangan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran

sebagai bahan masukan dalam meningkatkan peran APIP secara efektif dalam

reviu laporan keuangan antara lain:

1.

4.

Jaksa Agung Muda Pengawasan membentuk sebuah sistem aplikasi yang
berbasis teknologi informasi yang mendukung program Kkerja reviu
laporan keuangan dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap
pelaporan;

Inspektorat Muda | yang merupakan tanggungjawab wilayah kerjanya
agar melaksanakan kegiatan reviu laporan keuangan sesuai dengan yang
sudah terjadwal pada Program Kerja Pengawasan Tahunan tanpa harus
menunggu permintaan dari Biro Keuangan. Berkenaan dengan
pelaksanaan waktu reviu yang terbatas, APIP dapat melaksanakan reviu
secara paralel pada penyusunan Laporan Keuangan tanpa harus
menunggu Laporan Keuangan selesai disusun;

Inspektorat Keuangan agar melaksanakan reviu laporan keuangan sesuai
dengan standar audit intern dan standar reviu laporan keuangan.

Agar dilaksanakan pelatihan teknis mengenai reviu laporan keuangan
yang diikuti oleh seluruh APIP pada Inspektorat Keuangan guna

tercapainya tujuan dari pelaksanaan reviu laporan keuangan.
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Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan hal permintaan Reviu atas Laporan
Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020

KEJAKSAAN AGUNG
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
NOTA DINAS
NOMOR ! B-144 /C/Cu. 310272021
—aYih Jaksa Agung Muda Pengawasan

Tangga! - 1% 12021

Sifat : :

Lampiran & -

Hai . Permintaan Reviu atas n RI Tahun 2020
Laporan Keuangan Kejaksaan n

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK 06/2016 tanggal 30
Desember 2018 tontang Perubahan ales Peratlwan Menleri Keuangan Nomoe
21NPMK 05/2012 tentang Sistem Akuntansi dan Peleporan Keuangen Pemerintah
Pusat, barwa daism Lamgpiran Peraturan Manteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2018
Bab V Huruf A, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang telah disusun medalul
proses akuntansi hans diakukan reviu oleh Aparst Pengawasan Intern Pemernntah
(APIP)

Sefubungan dengan  penyampaian Laporan  Keuangan  Kementerian
NegaralLambaga (LKKL) Tahun 2020 Unsudited ke Kementerian Keuangan selambat.
lambatnya tanggel 28 Februan 2020, dmochon bantuannys dapat melakukan réviu
techadap Laporan Keuangan Kejaksasn RI Tahun 2020 Unaudited

Demikian untuk maklum, #as parhatiannya diucapkan terima asih
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Lampiran 11
Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pengawasan hal penyampaian Laporan Hasil
Reviu dan Surat Pernyataan Telah Direviu atas Laporan Keuangan Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2020
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Lampiran 11l
Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik
Indonesia Tahun 2020

118



mm
J“mmmwmmmmﬂﬁ
mmnmwmmmmﬁmm
2020 barupa Neraca per tanggal 31 WMWWM
Laporan m LM m m dan Catatan atas Lapoean
wmmmmmmm Kejaksaan RI sebagal
Unit Akuntansi Pengguna Angggaran (UAPA) terdin dari 1 (satu) Unit Akuntansi
WWMMIMMLSMMMM
wmmmmmummm
mmmmwmmmm

Reslu GRunjukan untuk (1) membanty

1 Membantu feriskss ponyeienggorasn sk /
2 mmmwmmum

A™RKR™RTT A

119



120



2) Sampal dengan per 31 Desember 2020 seluruh satuan kena felah melakukan
rekonsitas: belanjs dengan DAPK dangan status BAR siap o downlosd.

b LRA Pendapatan
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Lampiran IV
Surat Pernyataan Telah Direviu Laporan Keuangan Tahunan Kejaksaan Republik
Indonesia Tahun 2020
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Reviu
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APIP Kejaksaan Agung R,
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Lampiran V
Daftar Kegiatan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Keuangan periode
Januari 2021 sampai dengan Juli 2021 pada Apilkasi Satu Data Pengawasan
(SADAP) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

& C & waskejaksaan.go.id/report/kualitatif/review-lk B a & = o

@ @ = Inspektorat Keuangan ‘30 @ Staf Inspektorat Keuangan [Staff Pelaksana Inspektorat Keuangan] +

. REVIU LK, PENGELOLAAN ANGGARAN, RKA-KL
# Dashboard

Submit Review January-2021 s/d July-2021
E Laporan 5
& Komparasi Data [ [A Export PDF ] [ Export Excel l [ [ Export Word ] I @ Preview
Organisasi 5 Show 100 4 entries Search
= Manajemen Task Nomor Tgl Pelaksanaan Waktu Tempat
Periode Surat | SP 1 Review 1 Pelal J Pelak 1 Status | #
% Komunikasi >
Q Detail January - PRIN- 220172021 Reviu Dengan Tujuan ~ 18/01/2021 Jaksa Agung Muda submit # Edit
201 11/H/Hjw!01/2021 Tertentu Bidang Pembinaan
@  Informasi & Bantuan i Delete
Penilaian Pegawai 5 Q Detail February - PRIN- . 04/02/2021  Reviu Dengan Tujuan | 04/02/2021 Je.lksa Agung !\Nuda submit # Edit
2021 19A/H/Hjwi02/2021 Tertentu Bidang Pembinaan
1 Delete
M Registrasi Document
Q Detail March - PRIN- . 19/03/2021  Reviu Dengan Tujuan  19/03/2021 Jifksa Agung !\Auda submit # Edit
2021 42aiH/Hjw/03/2021 Tertentu Bidang Pembinaan
1@l Delete
Q Detail March - PRIN- 241022021 Reviu Dengan Tujuan = 05/03/2021 Biro Perencanaan Jaksa | Submit £ Edit
2021 I3HHwWI02/2021 Tertentu Agung Muda Bidang
Pembinaan W Delete
& c @ waskejaksaan.go.id/report/kualitatif/review-lk B @ % = 0
= Inspektorat Keuangan ‘30 a Staf Inspektorat Keuangan [Staff Pelaksana Inspektorat Keuangan] +
Pembinaan Delef
. March - PRIN- 10/02/2021  Reviu Dengan Tujuan  11/02/2021 Biro Keuangan Jaksa submit "
o Detail Edit.
%  Dashboard 2021 24/H/Hjw/02/2021 Tertentu Agung Muda Bidang 4
Pembinaan @ Delete
E Laporan >
March - PRIN- 24/02/2021  Reviu Dengan Tujuan  05/03/2021 Biro Perlengkapan Jaksa  submit # Edit
2021 32/HIHjwI02/2021 Tertentu Agung Muda Bidang
& Komparasi Data Pembinaan @ Delete
&  Organisasi 5 March - PRIN- 22/02/2021 " Review LK 2610272021 Biro Keuangan Jaksa submit # Edit
2021 IM1/HIHjw/02/2021 Agung Muda Bidang
Pembinaan @ Delete
) Manajemen Task
March - PRIN- 13/01/2021  Reviu Dengan Tujuan  13/01/2021 Jaksa Agung Muda submit 2 Edit
® | Komunikasi 2021 07a/H/Hjwi01/2021 Tertentu Bidang Pembinaan
> @ Delete
@  Informasi & Bantuan April- 2021 PRIN- 20/04/2021  Reviu Dengan Tujuan  21/04/2021 Jaksa Agung Muda submit # Edit
67a/H/Hjw/04/2021 Tertentu Bidang Perdata dan Tata
Usaha N Delete
Penilaian Pegawai b sanaNegara a
April- 2021 PRIN- 05/04/2021  Reviu Dengan Tujuan  05/0472021 Jaksa Agung Muda submit # Edit
n Registrasi Document 59c/HHjw/04/2021 Tertentu Bidang Pembinaan
@ Delete
April- 2021 PRIN- 22/042021  Reviu Dengan Tujuan  22/04/2021 Jaksa Agung Muda submit 2 Edit
TO/M/Hjw/04/2021 Tertentu Bidang Pembinaan
@ Delete
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Lampiran VI
Hasil wawancara dengan para Key Informan

A. Inspektur Keuangan
1. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki Visi dan
misi, serta piagam audit (audit charter)
Untuk visi misi untuk Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
sendiri tidak ada, karena hanya ada satu visi dan misi kejaksaan itu
sendiri, sedangkan untuk audit charter Jaksa Agung Muda

Pengawasan telah membuatnya.

2. Dalam rangka perubahan paradigma APIP yang dahulu sebagai
watchdog menjadi cunsulting assurance, bagaimana peran dan fungsi
apip penjaminan kualitas laporan keuangan Kejaksaan RI?

Ya Inspektorat Keuangan mempunyai tugas dan fungsi
melaksanakan reviu laporan keuangan tersebut yang dilaksanakan
sesuai dengan peraturan yang ada dan apabila ada yang tidak sesuai

akan kami sampaikan apa adanya.

3. Bagaiman kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam
reviu laporan keuangan?

Apabila terdapat nota dinas permintaan reviu laporan keuangan
dari Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan yang ditujukan kepada
Jaksa Agung Muda Bidang pengawasan, pimpinan mendisposisikan
nota dinas tersebut kepada Inspektur Keuangan karena mulai dari
perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pelaporan sesuai dengan

tugas dan fungsi Inspektorat Keuangan.

4. Bagaimana kebijakan penugasan daalam kegiatan reviu laporan

keuangan dari sisi independensi dan objektivitas APIP?
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Dalam penugasan reviu laporan keuangan tidak memperhatikan
indenpedensi dan objektivitas APIP, Penugasan hanya melihat sesuai
dengan wilayah tanggung jawab Inspektorat Muda, dalam hal ini Biro

Keuangan berada pada wilayah pada Inspektorat Muda .

5. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki kode etik
yang harus diterapkan dan ditegakkan dalam penugasan?
Untuk saat ini khusus untuk pegawai pada Jaksa Agung Muda
Bidang Pengawasan belum memilki peraturan tentang kode etik,
sedangkan untuk kode etik jaksa saja yang sudah ada.

6. Bagaimana standar umum pelaksanaan reviu laporan keuangan
Kejaksaan R1?

Untuk saat ini memang diakui dalam hal kompetensi dan
kecermatan kompetensi seorang APIP dalam reviu Laporan Keuangan
tersebut masih sangat minim sekali dikarenakan APIP pada Inspektorat
Keuangan sangat jauh latar belakang kompetensinya dan bahkan tidak
mengetahui secara baik tentang laporan keuangan tersebut. Dan untuk
fungsional auditornya pada saat ini juga sangat terbatas yaitu hanya
memliki 4 orang auditor, dan untuk diklat supaya menambah wawasan

dan pengalaman sangat minim dilaksakan diklat-diklat.

7. Bagaimana standar pelaksanaan reviu laporan keuangan Kejaksaan?
Dalam melaksanakan reviu laporan keuangan dilihat dari standar
pelaksanaan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat
Keungan telah memiliki pedoman kebijakan pengawasan keuangan

termasuk kegiatan reviu, salah satunya reviu laporan keuangan.

8. Bagaimana standar komunikasi pelaksaan reviu laporan keuangan
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Dalam pelaksaan reviu laporan keuangan khususnya dalam
penerapan standar komunikasi yaitu penyampaian laporan hasil reviu
oleh APIP itu setelah selesai direviu oleh Tim maka selanjutnya tim
reviu menyampaikan kepada Pimpinan APIP dalam hal ini adalah
Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan selanjutnya laporan hasil reviu
tersebut disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan selaku

penyusun laporan Keuangan Kejaksaan R.I.

B. Inspektur Muda
1. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki Visi dan
misi, serta piagam audit (audit charter)
Audit charter kita sudah membuatnya dan telah ditandatangani
oleh Pimpinan APIP dan Pimpinan Lembaga yaitu Jaksa Agung, dan
juga untuk Visi dan Misi Kejaksaan RI sudah memilikinya.

2. Dalam rangka perubahan paradigma APIP yang dahulu sebagai
watchdog menjadi cunsultng assurance, bagaimana peran dan fungsi
apip penjaminan kualitas laporan keuangan kehjaksaan RI1?

Untuk saat ini Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai
APIP mempunyai paradigm baru yaitu consulting assurance, dalam
pelaksaan reviu laporan keuangan Jaksa Agung Muda Bidang
Pengawasan belum dapat sepenuhnya memberikan penjaminan dalam

kegiatan reviu laporan keuangan tersebut.

3. Bagaiman kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam
reviu laporan keuangan?

Kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam reviu

keuangan tersebut memerintahkan Inspektorat Keuangan dalam Reviu

Laporan Keuangan.
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4. Bagaimana kebijakan penugasan dalam kegiatan reviu laporan

keuangan dari sisi independensi dan objektivitas APIP?

Dalam melaksanakan kegiatan reviu laporan keuangan dilihat dari
sisi indenpedensi sudah terlaksana karena tidak ada kepentingan
personal atau individu dalam kegiatan reviu tersebut, sedangkan dari
sisi objektivitas para Auditor dan Pemeriksa telah melaksanakan
dengan baik karena apa yang ditemukan pada saat pelaksaan reviu
tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan disampaikan dalam laporan

hasil reviu.

. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki kode etik
yang harus diterapkan dan ditegakkan dalam penugasan?

Saat ini Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan belum memiliki
kode etik khusus bagi pejabat maupun pegawai, hanya dalam
melaksanakan tugas pimpinan selalu
mengigatkan bahwa setiap melaksanakan tugas harus secara

professional.

Bagaimana standar umum pelaksanaan reviu laporan keuangan
Kejaksaan RI1?

Pada Inspektorat Keuangan ini memang suatu Unit Eselon Il yang
baru, dimana baru terbentuk pada tahun 2018, sehingga Sumber Daya
Manusia baik dari level manajerial yaitu Inspektur Keuangan, Inspektur
Muda dan Pemeriksa tersebut bukan yang berlatar belakang Sarjana
Ekonomi melainkan Sarjana Hukum dan berprofesi sebagai jaksa,
sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Inspektorat
Keuangan seperti pada kegiatan reviu laporan keuangan para pejabatnya
bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi, tidak memiliki
pengetahuan dan pengalaman terkait laporan keuangan untuk

mendukung tugas reviu tersebut, akan tetapi masih cukup terbantu
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10.

dengan adanya auditor yang memiliki latar belakang dan sudah pernah
mengikuti pendidikan dan pelatihan auditor dan sudah memiliki
sertifikasi. Akan tetapi jumlah Sumber Daya Manusia auditornya
tersebut saat ini masih sangat terbatas dengan jumlah hanya 4 (empat)
orang saja, dan perlu juga dipikirkan untuk meningkatkan kemampuan

dan pengetahuan personil yang ada di Inspektorat Keuangan.

Bagaimana standar pelaksanaan reviu laporan keuanngan kejaksaan
Pada saat ini Inspektorat Keuangan telah membuat dan memilki

pedoman tentang pengawasan keuangan kejaksaan republik indonesia

yang berupa standar pemeriksaan untuk pedoman khusus reviu laporan

keuangan belum ada.

Bagaimana standar komunikasi pelaksaan reviu laporan keuangan

Untuk komunikasi penyampaian hasil reviu oleh APIP telah
disampaikan dengan sebelum batas akhir penyusunan Laporan
keuangan dengan dibuat Surat Pernyataan Telah di reviu dan itu
merupakan salah satu syarat yang telah ditentukan.

Bagaimana kebijakan yang dilakukan apabila standar umum tidak dapat
dipenuhi sepenuhnya, contoh kompetensi dan kecermatan professional
APIP?

Tidak ada kebijakan khusus apabila standar umum tersebut tidak
dapat dilakanakan sepenuhnya, tetapi kegitan reviu laporan keuangan

tersebut harus selesai dikerjakan tepat waktu.

Apakah terdapat pengembangan kompetensi APIP dalam reviu laporan
keuangan dengan mengikuti diklat?

Untuk diklat-diklat khususnya untuk bagi APIP sangatlah sedikit,
bahkan saja sepengetauan saya tidak ada pernah dilakukan.
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C. Pemeriksa
1. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki Visi dan misi,
serta piagam audit (audit charter)
Audit cahrter kita sudah membuatnya dan telah ditandatangani oleh
Pimpinan APIP dan Pimpinan Lembaga yaitu Jaksa Agung. Dan juga

untuk Visi dan Misi Kejaksaan RI sudah memilikinya.

2. Dalam rangka perubahan paradigma APIP yang dahulu sebagai watchdog
menjadi cunsulting assurance, bagaimana peran dan fungsi apip
penjaminan kualitas laporan keuangan kehjaksaan RI1?

Untuk saat ini fungsi APIP memang sangat penting dalam sebuah
Instansi Pemerintahan, dan dalam pelaksaan Reviu Laporan Keuangan
belum sepenuhnya dapat menjamin kualitas laporan keuangan yang telah
disusun atau dibuat tersebut, karena untuk saat ini basic dari APIP itu
sendiri masih banyak yang tidan mengetahui atau memahami tentang
penyusunan laporan keuangan karena APIP tersebut merupakan seorang

Jaksa yang mengerti bidang hukum.

3. Bagaiman kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam reviu
laporan keuangan?

Dalam hal reviu keuangan kebijakan Jaksa Agung Muda

Pengawasan menyerahkan atau mendisposisikan kepada Inspektorat

Keuangan untuk melaksanakan reviu tersebut.

4. Bagaimana kebijakan penugasan daalam kegiatan reviu laporan keuangan
dari sisi independensi dan objektivitas APIP?

APIP dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan
selalu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan selalu independen
dan objektifitas, karena apabila ada temuan atau ada yang masih belum
sesuai dengan ketentuan, maka APIP akan memberitahu kepada Pelaksana
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atau penyusun laporan keuangan supaya untuk diteliti lagi dan untuk
diperbaiki.

. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki kode etik yang
harus diterapkan dan ditegakkan dalam penugasan?

Sampai dengan saat ini peraturan tentang kode etik Jaksa agung
Muda Bidang Pengawaan sebagai APIP tersebut belum ada dan saya

belum pernah mendengar dan mengetahui untuk penyusunan kode etik.

Bagaimana standar umum pelaksanaan reviu laporan keuangan Kejaksaan
RI?

Jika dilihat dari kompetensi APIP pada Inspektorat Keuangan
memang untuk saat ini belum sepenuhnya memadai dikarenakan Sumber
Daya Manusianya mulai dari Tingkat Eselon Il sampai dengan Eselon 1V
tersebut merupakan fungsional jaksa dengan latar belakang pendidikan
yaitu sarjana hukum, akan tetapi lumayan terbantu dengan adanya auditor
yang yang berjumlah 4 (empat) orang yang mempunyai latar belakang
pendidikan akuntansi. Akan tetapi masih perlunya jam terbang dan
pengembangan baik dari pengembangan melalui diklat-diklat yang

dilakukan secara berkelanjutan dan pengalaman penugasan.

Bagaimana standar pelaksanaan reviu laporan keuanngan Kejaksaan
Perencanaan kegiatan reviu laporan keuangan telah disusun pada
akhir tahun dalam sebuah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
yang dilaksanakan ditahun Dberikutnya. Reviu laporan keuangan
dilaksanakan setiap triwulan, semesteran dan tahunan. Pada saat terima
surat permintaan reviu dari Biro Keuangan kami langsung menyusun dan
membuat konsep surat perintah dengan menentukan personil 1
(satu) Orang Inspektur Muda, 1 (satu) orang Pemeriksa, 1 (satu) orang
jaksa fungsional dan 4 (empat) orang auditor yang diajukan kepada
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10.

Bapak JAM Pengawasan. Setelah terbit surat perintah dari JAM Bidang
Pengawasan reviu kita langsung kerjakan dengan koordinasi bersama Biro

Keuangan™.

Bagaimana standar komunikasi pelaksaan reviu laporan keuangan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dan laporan kami
kepada pimpinan atas penugasan yang diberikan, kami selama ini
membuat laporan hasil reviunya tersebut, dan hasil reviunya tersebut kami
segera sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta laporan
hasil reviu tersebut disampaikan secara berjenjang.

Bagaimana kebijakan apabila terdapat standar yang tidak dapat dipenuhi
atau dilaksanakan?

Sepengetahuan saya untuk saat ini saya tidak mengetahui kebijakan
apa yang diambil oleh pimpinan apabila dalam pelaksanaan tugas reviu
tersebut ada ada hal-hal/standar yang tidak dilaksanakan, dan dipimpinan
hanya mengetahui apabila laporan hasil kegiatan tersebut sudah ada berarti
penugasan tersebut sudah dilaksanakan.

Bagaimana dengan kualitas dan kuantitas SDM Jaksa Agung Muda
Bidang Pengawasan yang ada selama ini, apakah mendukung pelaksanaan
peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam reviu guna
meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga?
Kualitas SDM yang ada di Inspektorat Keuangan berdasarkan
pengamatan saya dan apa yang saya rasakan belum sepenuhnya sempurna
dan baik dikarenakan latar belakang pendidikan yang ada bukan sarjana
ekonomi dimana kurang mendukung khususnya pada saat pelaksanaan
reviu laporan keuangan yang tidak memiliki pengetahua dan kompetensi

yang cukup.
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IV. Auditor
1. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki Visi dan misi,
serta piagam audit (audit charter) ?
Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai salah satu unit Eselon 1
memiliki visi dan misi yang sesuai dengan visi da misi Kejaksaan
Republik Indonesia. Piagam audit (audit charter) Jaksa Agung Muda

Pengawasan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

2. Bagaimana kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam reviu
laporan keuangan?

Kebijakan Jamwas dalam reviu laporan keuangan sesuai dengan

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Pasal 620 huruf d bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan

pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Kejaksaan dilakukan oleh

Inspektorat Keuangan.

3. Bagaimana kebijakan penugasan daalam kegiatan reviu laporan keuangan
dari sisi independensi dan objektivitas APIP?
Dalam penugasan reviu Laporan Keuangan, pimpinan memilih
Pemeriksa dan Fungsional Auditor yang bebas dari intervensi dan netral
guna menghindari konflik kepentingan yang dapat menganggu pelaksanaan

dan pelaporan Reviu Laporan Keuangan.

4. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki kode etik yang
harus diterapkan dan ditegakkan dalam penugasan?

Peraturan yang mengatur tentang kode etik APIP yang ada di Jaksa

Agung Muda Bidang Pengawasan belum ada sampai dengan saat ini, akan

tetapi kami sebagai APIP mempunyai integritas dalam setiap

penugasannya.
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5. Bagaimana standar umum pelaksanaan reviu laporan keuangan Kejaksaan
RI?

Standar umum pelaksanaan reviu laporan keuangan terdapat pada

Pedoman JAM Bidang Pengawasan tentang pengawasan keuangan

Kejaksaan Republik Indonesia yang mana dalam pelaksanaan reviu,

Inspektorat Keuangan bertanggungjawab dalam merencanakan Sumber

Daya Manusia yang berkualifikasi agar dapat melaksanakan reviu pada

objek pengawasan sebagaimana mestinya.

6. Bagaimana dengan kualitas dan kuantitas SDM Jaksa Agung Muda Bidang
Pengawasan yang ada selama ini, apakah mendukung pelaksanaan peran
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam reviu guna meningkatkan
kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga?

Dalam segi kualitas SDM, Inspektur Keuangan menugaskan
Pemeriksa dan Fungsional Auditor yang memahami dan mengetahui
perihal penyusunan Laporan Keuangan. Dalam segi kuantitas, jumlah
Fungsional Auditor masih belum memadai sehingga dalam reviu Laporan

Keuangan tidak dapat dilakukan secara memadai.

7. Bagaimana standar pelaksanaan dan standar komunikasi reviu laporan
keuanngan kejaksaan?

Perencanaan penugasan selama 1 (satu) tahun kedepan telah
disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) vyang
mencakup seluruh perencanaan kegiatan-kegiatan pengawasan intern,
termasuk  didalammya kegiatan reviu laporan keuangan dan
pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK  225/PMK.9/2015 tentang Standar  Reviu Atas  Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
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Standar pelaksanaan dan standar komunikasi reviu mengacu pada
Pedoman Jamwas tentang pengawasan keuangan kejaksaan RI. Pedoman

tersebut mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

8. Bagaimana kebijakan apabila terdapat standar yang tidak dapat dipenuhi
atau dilaksanakan?

Pada saat penugasan khususnya dalam reviu laporan keuangan

tidak ada kebijakan ataupun arahan dari pimpinan mengenai apabila tim

reviu ada kesulitan ataupun hambatan.

V. Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan
1. Bagaimana peran APIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan
RI
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam pelaksanaan
penyusunan laporan keuangan memliki peran yang cukup penting dan
cukup dirasakan manfaatnya dimana dapat memberikan masukan dan

kontribusi.

2. Bagaimana pelaksanaan reviu Laporan keuangan oleh APIP
Sejak tahun 2019 pelaksanaan reviu laporan keuangan yang
dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sudah cukup
berubah dikarenakan sudah ada kontribusi dan adannya komunikasi dua

arah saat pelaksanaan reviu tersebut.

3. Bagaimana komunikasi hasil penugsanan reviu laporan keuangan oleh
APIP dari aspek kualitas hasil reviu

Laporan Hasil Reviu sebagai hasil komunikasi dari pelaksanaan

reviu Laporan Keuangan belum sepenuhnya menjadi acuan kami dalam

penyusunan laporan keuangan. Dikarenakan hanya sebagai syarat
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kelengkapan kami dalam hal penyampaian Laporan Keuangan kepada

Menteri Keuangan”.

4. Bagaimana pengaruh hasil reviu APIP terhadap kualitas laporan keuangan
Dalam penyusunan laoprn keuangan Kejaksaan RI Jaksa Agung

Muda Bidang Pengawasan melakukan reviu dan hasilnya tersebut
disampaikan ke kami, akan tetapi pelaksaan reviu tersebut sudah
mendekati akhir penyampaian laporan keuangan ke Menteri Keuangan

sehingga belum dapat maksimal sepenuhnya hasil reviu tersebut.

5. Bagaimana koordinasi antara Biro keuangan selaku entitas akuntansi
pelaporan dengan APIP dalam reviu laporan keuangan

Selama ini untuk permintaan reviu kami membuat nota dinas dari

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan kepada Jaksa Agung Muda Bidang

Pengawasan perihal reviu laporan keuangan, setelah itu tim APIP

melakukan reviu laporan keuangan.

6. Bagaimana kualitas APIP dalam reviu laporan keuangan
Sampai dengan saat ini kualitas APIP sudah cukup baik
dibandingkan sebelum adanya Inspektorat Keuangan yang melakukan
reviu, akan tetapi masih perlu adanya koordinasi yang baik dan baik dari
tingkat pimpinan sampai dengan tingkat auditornya.

V1. Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan
1. Bagaimana peran APIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan
RI
Masih bersifat pasif dan menunggu permintaan reviu dari bidang

lain yaitu Biro Keuangan.
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Bagaimana pelaksanaan reviu Laporan keuangan oleh APIP
Waktu pelaksanaan dan volume Kkegiatan reviu masih sangat

kurang.

Bagaimana komunikasi hasil penugsanan reviu laporan keuangan oleh
APIP dari aspek kualitas hasil reviu

Komunikasi di level teknis berjalan dengan baik, kan tetapi pada
level menejerial atau pimpinan yang menentukan kebijakan sering terjadi

masalah.

Bagaimana pengaruh hasil reviu APIP terhadap kualitas laporan keuangan

Kurang berpengaruh karena pelaksanaan reviu terlambat dimulai.

Bagaimana koordinasi antara Biro keuangan selaku entitas akuntansi
pelaporan dengan APIP dalam reviu laporan keuangan

Komunikasi ~ seharusnya  dilakukan  secara  rutin  dan
berkesinambungan, sedangkan yang terjadi saat ini hanya pada saat

penyusunan laporan keuangan.
Bagaimana kualitas APIP dalam reviu laporan keuangan

Kualitas APIP secara teknis sudah cukup berkopenten, hanya saja pada

level menejerial atau pimpinan masih belum berkompenten.
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